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YOFRIKO SUNDALANGI (B 111 08 767). “HAK WARIS ISTRI KEDUA 
DARI PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN”. Dibawah bimbingan 
Anwar Borahima selaku pembimbing I, dan Nurfaidah Said selaku 
pembimbing II. 
Penelitian ini adalah bertujuan untuk mengkaji dan mengetahui 
tentang keabsahan perkawinan dari perkawinan poligami tanpa izin serta 
mengkaji apa latar belakang pertimbangan Majelis Hakim memutus isteri 
kedua sebagai ahli waris dan memberikan bagian hak waris yang lebih 
besar dari yang ditentukan Undang-Undang. 
Penelitian ini dilaksanakan di Sulawesi Selatan tepatnya pada 
Pengadilan Negeri Makassar, Kantor Catatan Sipil Makassar, Vihara 
Cetiya Maha Dharma, Advokat Titi Slamet dan Advokat Makmun S 
dengan melakukan metode wawancara dengan memperhatikan literatur 
dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan masalah 
yang dibahas dalam skripsi ini. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa poligami yang dilakukan tanpa 
izin mengakibatkan perkawinan poligami tersebut tidak sah dan berakibat 
dapat dibatalkan. Oleh karena melakukan poligami, seorang suami wajib 
mengajukan permohonan kepada Pengadilan sesuai yang diatur dalam 
Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 
1975. Perkawinan ini mempunyai akibat terhadap suami/istri, anak dan 
harta. Perkawinan tanpa izin itu tidak sah, maka poligami yang dilakukan 
tanpa izin pun berdampak pada perkawinan istri kedua yaitu istri kedua 
tidak berhak menerima warisan karena bagi non-muslim tidak mengenal 
poligami. 
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A. Latar Belakang Masalah  
Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat lepas dari hidup 
bermasyarakat, karena sebagai individu, manusia tidak dapat hidup 
untuk mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah, 
tanpa bantuan orang lain atau harus adanya kontak diantara individu 
dengan individu lainnya agar dapat memenuhi segala kebutuhan 
mereka. Salah satunya ialah melakukan perkawinan. 
Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-undang 
Perkawinan), defenisi perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara 
seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan 
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Dari defenisi ini tersingkap 
juga tujuan ikatan perkawinan yaitu untuk dapat membentuk keluarga 
yang bahagia dan kekal. Untuk menegakkan keluarga yang bahagia 
dan menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat, suami/istri 
memikul suatu tanggung jawab dan kewajiban. 
Tanggung jawab dan kewajiban suami-istri diatur dalam Pasal 
30 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang Perkawinan. Di dalam 
Pasal 103 KUH Perdata juga diatur tentang hak dan kewajiban suami-
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istri. Apabila kewajiban-kewajiban itu dilalaikan suami maka istri dapat 
mengajukan gugatan kepada pengadilan, begitupun sebaliknya. 
Secara sosiologis, perkawinan pada hakikatnya merupakan 
bentuk kerjasama kehidupan antara pria dan wanita di dalam 
masyarakat di bawah suatu peraturan khusus atau khas dan hal ini 
sangat diperhatikan baik oleh Agama, Negara maupun Adat, artinya 
bahwa dari peraturan tersebut bertujuan untuk mengumumkan status 
baru kepada orang lain sehingga pasangan ini diterima dan diakui 
statusnya sebagai pasangan yang sah. 
Setiap orang mendambakan keluarga yang bahagia. 
Kebahagiaan harus didukung oleh rasa cinta kepada pasangan. Cinta 
yang sebenarnya menuntut agar seseorang tidak mencintai orang lain 
kecuali pasangannya. Cinta dan kasih sayang merupakan jembatan 
dari suatu pernikahan dan dasar dalam pernikahan adalah 
memberikan kebahagiaan. Namun kenyataannya, dalam menjalani 
kehidupan perkawinan selalu saja ada permasalahan muncul yang 
dapat memicu timbulnya keinginan suami untuk melakukan poligami.  
Ada berbagai macam bentuk perkawinan dalam masyarakat, 
tetapi yang paling populer diantaranya yaitu monogami dan poligami. 
Dari kedua bentuk perkawinan ini, perkawinan monogami dianggap 
paling ideal dan sesuai untuk dilakukan. Perkawinan monogami 
adalah perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita 
dimana pada prinsipnya bahwa suami mempunyai satu istri saja dan 
sebaliknya(Pasal 27 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat 1 Undang-undang 
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Perkawinan) dan juga KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek) menganut 
asas monogami mutlak. Walaupun perkawinan monogami merupakan 
perkawinan yang paling sesuai untuk dilakukan tetapi banyak juga 
masyarakat yang melakukan perkawinan poligami, hal ini dapat dilihat 
dari banyaknya public figur yang melakukan poligami.  
Ketentuan mengenai masalah poligami diatur dalam Pasal 3 
ayat 2, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan. Walaupun 
sudah ada Undang-undang Perkawinan tersebut, kenyataannya 
poligami tetap saja terjadi tanpa memenuhi syarat yang telah 
ditetapkan oleh Undang-undang Perkawinan. Praktek poligami yang 
tidak sesuai dengan aturan-aturan dan syarat-syarat yang telah 
ditetapkan dalam hukum perkawinan di Indonesia akan menimbulkan 
berbagai masalah yang serius dalam keluarga. Salah satu 
permasalahannya ialah dapat berpengaruh terhadap kehidupan 
sosial-ekonomi keluarga, karena jika semula suami hanya mempunyai 
tanggungjawab pada satu keluarga saja maka setelah ia berpoligami 
ia akan mempunyai tanggung jawab yang lebih besar untuk istri-istri 
dan anak-anaknya. 
Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang Perkawinan, 
perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas 
keputusan Pengadilan. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 221, 
perceraian (echtscheiding) adalah salah satu cara pembubaran 
perkawinan karena suatu sebab tertentu, melalui keputusan hakim 
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yang didaftarkan pada catatan sipil1. Perkawinan putus karena 
kematian artinya kematian salah satu dari suami atau istri secara 
otomatis menjadikan ikatan perkawinan terputus2.Undang-undang 
tidak mengatur tentang akibat-akibat putusnya perkawinan karena, 
kematian—yang diatur hanyalah akibat-akibat perceraian saja3, tetapi 
putusnya perkawinan karena kematian secara otomatis 
mengakibatkan terjadinya pewarisan. Putusnya perkawinan karena 
putusan pengadilan adalah berakhirnya perkawinan yang didasarkan 
atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap4. 
Pewarisan merupakan suatu sistem hukum yang mengatur 
tentang beralihnya harta warisan dari pewaris kepada ahli waris atau 
orang yang ditunjuknya karena kematian pewaris5. Secara garis 
besar, dalam BW membedakan ahli waris atas 2, yaitu ahli waris ab 
intestato dan ahli waris testamenter. Ahli waris ab intestato ini adalah 
ahli waris menurut atau berdasarkan Undang-undang dan mereka 
secara otomatis menjadi ahli waris jika terjadi kematian. Sedangkan 
apabila ada orang-orang tertentu yang dikehendaki oleh pewaris agar 
juga memiliki harta peninggalannya dengan bagian-bagian yang telah 
ditentukan oleh pewaris maka kehendak ini dapat dituangkan dalam 
                                                           
1Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional (Ed. 1 Cet. 2; Jakarta: 
Kencana, 2010) h. 135 
2ibid. 
3
Ibid., h. 137 
4Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika, 2011) h. 77 
5Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Cet. Revisi; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
2010) h. 194 
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suatu akta yang disebut wasiat dan ahli waris yang ditentukan dalam 
wasiat tersebut adalah ahli waris testamenter6. 
Namun kenyataannya terdapat sengketa mengenai harta 
warisan pada kasus Nomor 253/Pdt.G/2012/Pn.Mks. Almarhum Tony 
Chandra pernah menikahi Tergugat I sebagai istri keduanya tanpa 
seizin dari Penggugat I selaku istri pertamanya yang sah, dengan kata 
lain almarhum Tony Chandra dan Tergugat I telah melanggar Pasal 5 
ayat 1 poin (a) Undang-undang Perkawinan yang mengatur harus 
adanya persetujuan dari istri/istri-istri dalam hal seorang suami akan 
beristri lebih dari seorang. Penggugat I sudah jelas menjadi ahli waris 
ab intestato dari almarhum Tony Chandra karena Penggugat I 
termasuk ahli waris ab intestato golongan 1 berdasarkan Pasal 852 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sedangkan Tergugat I tidak 
termasuk ahli waris ab intestato dari almarhum Tony Chandra 
dikarenakan perkawinannya dengan almarhum Tony Chandra 
dilakukan tanpa persetujuan dari Penggugat I. Almarhum Tony 
Chandra juga tidak meninggalkan wasiat untuk Tergugat I, sehingga 
Tergugat I tidak termasuk pula ahli waris testamenter. Permasalahan 
yang muncul adalah bagaimanakah hak mewaris Tergugat I yang 




                                                           
6Padma D. Liman, Hukum Waris: Pewarisan Ahli Waris Ab Intestato Menurut Burgelijk Wetboek 
(BW) (Cet. 1; Malang: Wineka Media, 2011) h. 12-13 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis menemukan 
permasalahan sebagai berikut : 
1. Bagaimana keabsahan perkawinan bagi istri kedua? 
2. Apa latar belakang pertimbangan Majelis Hakim memutus istri 
kedua sebagai ahli waris dan memberikan bagian hak waris yang 
lebih besar dari yang ditentukan Undang-undang? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, adalah 
sebagai berikut : 
1. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan bagi istri kedua. 
2. Untuk mengetahui latar belakang pertimbangan Majelis Hakim 
memutus istri kedua sebagai ahli waris dan memberikan bagian hak 
waris yang lebih besar dari yang ditentukan Undang-undang. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, adalah 
sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis: 
 Hasil dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat 
memberikan sumbangan dan masukan untuk mengembangkan 
ilmu hukum, yaitu Hukum Perdata pada umumnya dan Hukum 
Waris pada khususnya. 
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2. Manfaat Praktis: 
 Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat 
memberikan titik terang atau pemahaman tentang akibat 
























A. Tinjauan Tentang Perkawinan 
1. Pengertian Perkawinan 
Pasal 1 Undang-undang Perkawinan menetapkan definisi 
perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 
seorangwanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk 
keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan 
di atas, dapat diuraikan bahwa sendi-sendi dan unsur-unsur utama 
dari perkawinan adalah : 
a) Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria 
dengan seorang wanita. Artinya, Undang-undang Perkawinan 
menutup kemungkinan dilangsungkannya perkawinan antara 
orang-orang yang berjenis kelamin sama meskipun di dalam 
Pasal 8 dari Undang-undang Perkawinan, yang mengatur 
mengenai Larangan Perkawinan, tidak dicantumkan secara 
eksplisit tentang larangan perkawinan sesama jenis. 
b) Perkawinan harus dilakukan berdasarkan peraturan perundang-
perundang yang berlaku di Indonesia. Keabsahan perkawinan 
hanya terjadi jika memenuhi syarat formil dan materil beserta 
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prosedur dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-undang 
dan Peraturan Pelaksanaannya. 
c) Perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama. Agama 
merupakan sendi utama kehidupan bernegara di Indonesia. 
2. Asas-asas Perkawinan 
Berdasarkan hasil analisis terhadap KUH Perdata dan 
Undang-undang Perkawinan ditemukan 5 asas yang paling prinsip 
dalam Hukum Keluarga, yaitu7: 
a) Asas monogami, Asas monogamy mengandung makna bahwa 
seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang 
wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. 
b) Asas konsensual, suatu asas bahwa perkawinan atau 
perwalian dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau 
consensus antara calon suami-istri yang akan melangsungkan 
perkawinan atau keluarga harus dimintai persetujuannya tentang 
perwalian. 
c) Asas persatuan bulat, suatu asas di mana antara suami-istri 
terjadi persatuan harta benda yang dimilikinya. 
d) Asas proporsional, suatu asas di mana hak dan kedudukan istri 
adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam 
kehidupan rumah tangga dan di dalam pergaulan masyarakat. 
e) Asas tak dapat dibagi-bagi, suatu asas bahwa tiap-tiap 
perwalian hanya terdapat satu wali. 
                                                           
7 Salim HS, S.H., M.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW) (Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika, 
2011) h. 57-58 
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Asas-asas itu dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan 
dan penegakan hukum keluarga, khususnya tentang perkawinan.  
3. Syarat-syarat Perkawinan 
Syarat-syarat perkawinan secara garis besar diatur mulai 
Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-undang Perkawinan. Pasal 6 
sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Perkawinan memuat 
mengenai syarat perkawinan yang bersifat materil, sedangkan 
Pasal 12 mengatur mengenai syarat perkawinan yang bersifat 
formil. 
Syarat materil menurut Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 
Undang-undang Perkawinan diuraikan sebagai berikut: 
a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon 
mempelai. 
b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum 
mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang 
tuanya atau salah satu orang tuanya, apabila salah satu orang 
tua telah meninggal dunia. Dan bisa saja mendapat izin dari 
walinya, apabila kedua orang tuanya telah meninggal dunia. 
c) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 
umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. 
Kalau ada penyimpangan harus ada izin dari pengadilan atau 
pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun 
wanita. 
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d) Asas Monogami Mutlak, artinya seorang yang masih terikat  tali 
perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali 
memenuhi Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang 
Perkawinan. 
e) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka 
waktu tunggu. Yang diatur dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah 
No. 9 tahun 1975 yaitu: 
1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu 
ditetapkan 130 hari, dihitung sejak kematian suami. 
2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu 
bagi yang masing berdatang bulan adalah 3 kali suci dengan 
sekurang-kurangnya 90hari, yang dihitung sejak jatuhnya 
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang 
tetap. 
3) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam 
keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan. 
4) Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian 
sedang antara janda dan bekas suaminya belum pernah 
terjadi hubungan kelamin tidak ada waktu tunggu. 
f) Pelarangan perkawinan diatur pada Pasal 8 Undang-undang 
Perkawinan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang: 
1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah 
maupun ke atas. 
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2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping 
yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang 
tua dan antara seorang dengan saudara neneknya. 
3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan 
ibu/bapak tiri/periparan. 
4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, 
saudara susuan dan bibi/paman susuan. 
5) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau 
kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih 
dari seorang. 
6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan 
lain yang berlaku dilarang kawin. 
Syarat Formil diatur dalam Pasal 12 Undang-undang 
Perkawinan dan direalisasikan dalam Pasal 3 sampai dengan  
Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Secara 
singkat dapat diuraikan sebagai berikut: 
1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus 
memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat 
Perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, 
dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan 
dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan secara 
lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. 
Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, 
tempat tinggal calon mempelai. 
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2) Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan 
lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat atau belum. Adapun 
hal-hal yang harus diteliti oleh Pegawai Pencatat Perkawinan, 
antara lain: 
1) Meneliti apakah syarat-syaratnya perkawinan telah dipenuhi 
dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut 
Undang-undang. 
2) Selain itu pegawai pencatat meneliti pula : 
(1) Kutipan akta kelahiran calon mempelai 
(2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, 
pekerjaan, tempat tinggal orang tua calon mempelai. 
(3) Ijin tertulis atau ijin pengadilan apabila salah satu calon 
mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 
tahun. 
(4) Ijin pengadilan dalam hal calon mempelai adalah 
seorang suami yang masih beristri. 
(5) Surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau 
dalam hal pencatatan bagi perkawinan untuk kedua 
halnya atau lebih. 
(6) Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri 
HANKAM/PANGAB apabila salah seorang calon 
mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata. 
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3) Apabila semua syarat telah dipenuhi, Pegawai Pencatat 
Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani 
oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. 
4) Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh 
yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaannya. Kedua calon mempelai menandatangani 
akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri 
oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara 
resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk 
Pegawai Pencatat Perkawinan dan satu lagi disimpan pada 
Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing 
diberikan kutipan akta perkawinan. 
Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan menyatakan 
bahwa suatu perkawinan baru sah apabila dilakukan menurut 
hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Di samping itu 
ada keharusan untuk melakukan pencatatan perkawinan yang 
diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan, adapun 
pasal tersebut menyatakan ”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut 
peraturan perUndang-undangan yang berlaku.” Pencatatan 
perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa 
hukum dalam kehidupan seseorang. 
Pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, 
yakni : 
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a) Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk bagi mereka yang 
melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam. 
b) Kantor Catatan Sipil bagi mereka yang melangsungkan 
perkawinannya Agama dan kepercayaan selain Agama Islam. 
Pegawai pencatat nikah harus bertindak aktif dalam arti tidak 
hanya menerima apa saja yang dikemukakan oleh yang 
melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat menulis 
dalam buku daftar yang disediakan untuk itu. 
4. Akibat Perkawinan 
Perkawinan yang sah menurut hukum akan menimbulkan 
akibat hukum sebagai berikut8 : 
a) Timbulnya hubungan antara suami-istri 
Undang-undang Perkawinan telah mengatur 
bagaimana hubungan suami-istri pada Pasal 30 sampai 
dengan Pasal 34. Secara singkat dijelaskan bahwa terdapat 
hak dan kedudukan istri yang seimbang dengan hak dan 
kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga.Para pihak 
berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami istri wajib 
saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan 
memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. 
b) Timbulnya harta benda dalam perkawinan 
                                                           
8 Salim HS, S.H., M.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)  (Cet. 7; Jakarta: Sinar Grafika, 
2011) h. 73-74 
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Akibat perkawinan yang menyangkut harta benda dalam 
perkawinan, diatur dalam Pasal 35 sampai Pasal 37 Undang-
undang Perkawinan, yang menetapkan sebagai berikut : 
1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi 
harta bersama. 
2) Sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami atau 
istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing 
sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah 
penguasaan masing-masing, sepanjang tidak ditentukan 
lain oleh suami-istri. 
3) Apabila ditentukan oleh suami istri, maka harta bawaan 
suami istri tersebut menjadi harta bersama. Untuk 
menentukan agar harta bawaan suami dan istri menjadi 
harta bersama, maka suami dan istri tersebut harus 
membuat perjanjian kawin. Perjanjian kawin harus dibuat 
secara tertulis dan disahkan oleh Pegawai Pencatat 
Perkawinan sebelum atau pada saat perkawinan 
dilangsungkan. Perjanjian kawin adalah perjanjian 
perjanjian yang dibuat calon suami dan istri untuk 
mengatur akibat-akibat perkawinannya terhadap harta 
kekayaan mereka. Perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 
Undang-undang Perkawinan, yang menetapkan : 
(1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, 
kedua pihak atas persetujuan bersama dapat 
17 
mengadakan perjanjian kawin yang disahkan oleh 
Pegawai Pencatat Perkawinan, setelah mana isinya 
berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak 
ketiga tersangkut. 
(2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana 
melanggar batas-batas hukum agama dan kesusilaan. 
(3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan 
dilangsungkan. 
(4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut 
tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah 
pihak ada persetujuan untuk merubah dan Perubahan 
tidak merugikan pihak ketiga. 
(5) Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat 
bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. 
Sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing, 
suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk 
melakukan perbuatan hukum hak sepenuhnya untuk 
melakukan perbuatan hukum mengenai harta 
bendanya. Adapun hak suami dan istri untuk 
mempergunakan atau memakai harta bersama 
dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal 
balik menurut Riduan Syahrani adalah sewajarnya, 
mengingat hak dan kedudukan suami dalam 
kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup 
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bersama dalam masyarakat, dimana masing-masing 
pihak berhak melakukan perbuatan hukum. 
4) Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama 
diatur menurut hukumnya masing-masing. Menurut 
penjelasan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan, yaitu 
hukum agama (kaidah agama), hukum adat dan hukum-
hukum lainnya. 
c) Timbulnya hubungan antara orang tua dan anak. 
Hubungan antara orang tua dan anak diatur dalam 
Pasal 45 sampai dengan Pasal 47 Undang-undang 
Perkawinan. Dengan singkat dijelaskan bahwa: 
1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-
anak mereka sebaik-baiknya. Sampai anak itu kawin atau 
dapat berdiri sendiri. 
2) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati 
kehendak mereka yang baik. Apabila anak itu telah 
dewasa, ia wajib memelihara orang tua dan keluarga 
dalam garis lurus ke atas menurut kemampuannya. 
3) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah 
kekuasaan orang tuanya dan mewakili anak tersebut 





Perkataan poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri 
dari dua pokok kata yaitu polu dan gamein. Polu berarti banyak, 
gamein berarti kawin. Jadi poligami berarti perkawinan banyak. Dalam 
bahasa Indonesia disebut "Permaduan". Dalam teori hukum, poligami 
dirumuskan sebagai sistem perkawinan antara seorang pria dengan 
lebih dari seorang istri 
Poligami merupakan suatu realitas hukum dalam masyarakat 
yang akhir-akhir ini menjadi suatu perbincangan hangat serta 
menimbulkan pro dan kontra.  Poligami sendiri mempunyai arti  suatu 
sistem perkawinan antara satu orang pria dengan lebih dari seorang 
istri. Pada dasarnya dalam Undang-undang Perkawinan tentang 
Perkawinan menganut adanya asas monogami dalam perkawinan. Hal 
ini disebut dengan tegas dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-undang 
Perkawinan yang menyebutkan bahwa pada asasnya seorang pria 
hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya 
boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami dalam 
Undang-undang Perkawinan tentang Perkawinan tidak bersifat mutlak, 
artinya hanya bersifat pengarahan pada pembentukan perkawinan 
monogami dengan jalan mempersulit dan mempersempit penggunaan 
lembaga poligami dan bukan menghapus sama sekali sistem poligami.   
Ketentuan adanya asas monogami ini bukan hanya bersifat 
limitatif saja, karena dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang 
Perkawinan disebutkan dimana pengadilan dapat memberikan izin 
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pada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila 
dikehendaki oleh para pihak yang bersangkutan. Ketentuan ini 
membuka kemungkinan seorang suami dapat melakukan poligami 
dengan ijin pengadilan. Hal ini erat kaitannya dengan berbagai macam 
agama yang ada yang dianut oleh masyarakat karena ada agama 
yang melarang untuk berpoligami dan ada agama yang membenarkan 
atau membolehkan seorang suami untuk melakukan poligami. Khusus 
yang beragama Islam harus mendapat ijin dari pengadilan agama 
sesuai dengan  Pasal 51 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan yang 
beragama selain Islam harus mendapat ijin dari pengadilan negeri. 
Jadi hal ini tergantung dari agama yang dianut dan pengadilan yang 
berkompeten untuk itu. 
Untuk mendapatkan ijin dari pengadilan harus memenuhi 
syarat-syarat tertentu disertai dengan alasan yang dapat dibenarkan. 
Tentang hal ini lebih lanjut diatur dalam Pasal 5 Undang-undang 
Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 
Pengadilan baru dapat memberikan ijin kepada suami untuk 
berpoligami apabila ada alasan yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) 
Undang-undang Perkawinan:  
1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; 
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan; 
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan. 
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Di samping syarat-syarat tersebut yang merupakan alasan 
untuk dapat mengajukan poligami juga harus dipenuhi syarat-syarat 
menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yaitu : 
1. Adanya persetujuan dari istri; 
2. Ada kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup 
istri dan anak-anaknya; 
3. Ada jaminan bahwa suami berlaku adil terhadap para istri dan 
anak-anaknya.  
Dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 tahun 1975 ditentukan bahwa : 
Poligami hanya diperuntukkan bagi mereka yang hukum dan 
agamanya mengizinkan seorang pria beristri lebih dari seorang. Hal ini 
ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Perkawinan 
pada poin 4 huruf c yang menyatakan, bahwa Undang-undang ini 
menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang 
bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan 
mengizinkannya seorang pria dapat beristri lebih dari seorang. 
Undang-undang Perkawinan memungkinkan bagi pria untuk 
beristri lebih dari seorang, hal ini tidak berarti memungkinkan dalam 
arti seluas-luasnya, karena Undang-undang Perkawinan memberikan 
pembatasan yang sangat berat. Pembatasan itu diatur dalam Pasal 3, 
4, dan 5 Undang-undang Perkawinan. Seorang pria yang telah 
diizinkan oleh hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 
untuk beristri lebih dari seorang, ia terlebih dahulu harus dapat 
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menunjukkan alasan-alasan dari syarat-syarat yang secara liminatif 
telah ditentukan Undang-undang Perkawinan dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. 
1. Alasan-alasan dan Syarat-syarat Poligami 
Alasan yang dipakai oleh seorang suami agar ia dapat 
beristri lebih dari seorang, diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-
undang Perkawinan yaitu : 
a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri; 
b) Istri mendapat cacad badan atau penyakit yang tidak dapat 
disembuhkan; 
c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan; 
Apabila salah satu dari alasan di atas dapat dipenuhi, maka 
alasan tersebut masih harus didukung oleh syarat-syarat yang telah 
diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, yaitu : 
a) Ada persetujuan dari istri/istri-istri 
b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan 
hidup istri-istri dan anak-anak mereka; 
c) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-
istri dan anak-anak mereka. 
Persetujuan yang dimaksud ayat (1) huruf a di atas, tidak 
diperlukan lagi oleh seorang suami, apabila istri/istri-istrinya tidak 
mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak 
dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari istri selama sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab lainnya yang perlu 
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mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan (Pasal 5 ayat (2) 
Undang-undang Perkawinan). 
Persetujuan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang 
Perkawinan dipertegas oleh Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah 
Nomor 9 tahun 1975, yaitu :  
“Ada atau tidaknya persetujuan dari istri, baik 
persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan 
lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan 
Pengadilan.” 
Sedangkan kemampuan seorang suami dalam Pasal 5 ayat 
(1) huruf b Undang-undang Perkawinan dipertegas oleh Pasal 41 
huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu : 
Ada atau tidaknya kemampuan suami untuk menjamin 
keperluan istri-istri dan anak-anak, dengan memperhatikan : 
a) Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang 
tandatangani oleh bendahara tempat kerja; atau 
b) Surat keterangan pajak penghasilan; atau 
c) Surat keterangan lain yang dapat diterima Pengadilan. 
Selanjutnya jaminan keadilan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c 
Undang-undang Perkawinan, dipertegas oleh Pasal 41 huruf d 
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu : 
Ada atau tidaknya jaminan, bahwa suami akan berlaku adil 
terhadap istri-istri dan anak-anak mereka dengan 
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menyatakan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk 
yang ditetapkan untuk itu. 
2. Tata Cara Berpoligami 
a. Bagi Pegawai Negeri Sipil 
Pegawai Negeri Sipil yang ingin beristri lebih dari 
seorang (poligami), harus tunduk pada ketentuan-ketentuan 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Jo. 
Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990. Ketentuan-
ketentuan tersebut antara lain: 
a) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari 
seorang, wajib memohon izin secara tertulis lebih dahulu 
kepada atasan, disertai dengan alasan-alasan dan syarat-
syarat yang ditentukan oleh Pasal 10 Peraturan 
Pemerintah Nomor 10 tahun 1983. 
b) Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari 
Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya wajib 
memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada 
pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu 
selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia 
menerima permintaan izin dimaksud. 
c) Pejabat yang menerima surat permintaan izin untuk 
beristri lebih dari satu wajib memperhatikan dengan 
seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat 
25 
permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai 
Negeri Sipil Bersangkutan. 
d) Pemberian atau penolakan pemberian izin dilakukan oleh 
Pejabat secara tertulis dalam jangka waktu selambat-
lambatnya tiga bulan terhitung mulai ia menerima 
permintaan izin tersebut. 
b. Bagi yang Bukan Pegawai Negeri Sipil 
Tata cara poligami bagi non-PNS diatur dalam Pasal 4 
dan 5 Undang-undang Perkawinan jo. Pasal 40 sampai dengan 
Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yang 
menetapkan sebagai berikut: 
a) Seorang suami yang bermaksud beristri lebih dari satu, 
wajib mengajukan permohonan secara tertulis, disertai 
dengan alasan-alasan dan syarat-syarat yang ditentukan 
oleh Pasal 4, Pasal 5 Undang-undang Perkawinan jo. 
Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, 
kepada Pengadilan. 
b) Pemeriksaan permohonan poligami harus dilakukan oleh 
hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah 
diterimanya surat permohonan beserta lampiran-
lampirannya; 
c) Dalam melakukan pemeriksaan ada dan tidaknya alasan-
alasan dan syarat-syarat untuk poligami, Pengadilan 
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harus memanggil dan mendengar istrinya yang 
bersangkutan; 
d) Apabila Pengadilan berpendapat, bahwa cukup bagi 
pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka 
Pengadilan memberi putusannya yang berupa izin untuk 
beristri lebih dari seorang. 
Selanjutnya apabila belum ada izin dari pengadilan 
untuk suami yang ingin beristri lebih dari seorang, maka 
Pegawai Pencatat Perkawinan dilarang melakukan pencatatan 
perkawinan. 
 
C. Putusnya Perkawinan dan Akibatnya 
Suatu perkawinan dapat putus dikarenakan beberapa sebab 
berikut : 
1. Kematian salah satu pihak 
Apabila perkawinan putus disebabkan meninggalnya salah 
satu pihak maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan 
akan beralih kepada keluarga yang ditinggalkan dengan cara 
diwariskan. 
Akibat putusnya perkawinan karena kematian maka terbuka 
hak mewaris dari ahli waris. 
2. Perceraian baik atas tuntutan suami maupun istri 
Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang 
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan 
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. 
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Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa 
antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. 
Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menguraikan 
alasan-alasan perceraian  dapat terjadi sebagai berikut : 
a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, penjudi 
yang sulit untuk disembuhkan 
b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) 
tahun berturut-turut tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. 
c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun 
atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung. 
d) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai 
seorang suami istri. 
e) Salah satu pernah melakukan kekejaman atau penganiayaan 
berat yang membahayakan pihak lainnya. 
f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi 
dalam rumah tangga. 
Beberapa perkawinan serta sahnya perceraian hanya dapat 
dibuktikan dengan keputusan pengadilan Agama untuk orang-
orang Islam dan Pengadilan Negeri untuk orang-orang non Islam. 
Akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian baik 
bagi pihak suami maupun istri tetap berkewajiban memelihara dan 
mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anak. 
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Mengenai harta benda setelah putusnya perkawinan, Pasal 
36 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa harta bawaan 
kembali pada masing-masing pihak. Sedangkan mengenai harta 
bersama harus dibagi dua, separuh untuk mantan istri dan 
separuh lainnya untuk mantan suami, karena kedudukan suami 
dan istri seimbang. 
 
3. Karena keputusan pengadilan 
Pasal 22 Undang-undang Perkawinan menyebutkan, bahwa 
perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi 
syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. 
Apabila syarat materil dilanggar, maka perkawinan tersebut 
dapat dibatalkan. Akibatnya setelah putusan Pengadilan 
berkekuatan hukum yang tetap dan berlaku pada saat itu, 
perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, tetapi tidak 
berlaku surut. 
Apabila syarat formil dilanggar, maka perkawinan tersebut 
batal demi hukum. Akibatnya putusan Pengadilan berlaku surut. 
Artinya perkawinan dianggap tidak pernah terjadi dari awal. 
 
D. Pewarisan 
Istilah hukum waris berasal dari bahasa Belanda Erfrecht. 
Pasal 830 KUH Perdata pada intinya menyebutkan bahwa Hukum 
Waris (Erfrecht) adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum 
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harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal, terutama 
berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain9. 
Dari ketentuan tersebut maka dalam Hukum Waris BW 
mengandung tiga unsur pokok, yaitu10: 
(1) orang yang meninggalkan harta warisan (erflater); 
(2) harta warisan (erfernus); 
(3) ahli waris (erfergenaam). 
1. Pewaris 
Pewaris atau peninggal warisan adalah seorang anggota 
keluarga yang meninggal dan meninggalkan harta warisan kepada 
orang anggota keluarga yang masih hidup. Dalam pengertian ini, 
unsur yang penting adalah harta warisan dan ahli waris. Unsur 
meninggalnya orang anggota keluarga tidak perlu dipersoalkan 
sebab musababnya11. 
2. Harta Warisan 
Harta warisan adalah harta benda peninggalan dari pewaris. 
Harta benda tersebut dapat berupa benda bergerak dan benda 
tidak bergerak, berwujud dan tidak berwujud. Jenis harta warisan 
adalah harta kekayaan, hak kekayaan intelektual, merek 
dagang/perusahaan, dan hak kebendaan. Adapun harta warisan 
                                                           
9Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional (Ed. 1 Cet. 2; Jakarta: 
Kencana, 2010) h. 255 
10Ibid. 
11 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Cet. Revisi; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
2010) h. 201 
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adalah segala harta kekayaan peninggalan pewaris setelah 
dikurangi dengan semua utang dan wasiat pewaris12. 
 
3. Penggolongan Ahli Waris dan Bagiannya 
Secara garis besar, dalam KUH Perdata membedakan 
ahli waris atas 2 macam, yaitu: 
 Ahli waris Ab-intestato dan 
 Ahli waris Testamenter. 
Ahli waris Ab-intestato adalah ahli waris menurut atau 
berdasarkan Undang-undang. Apabila terjadi kematian maka 
pasangan hidup terlama dan keturunan dari orang yang meninggal 
ini secara otomatis menjadi ahli waris. Mereka inilah yang 
merupakan ahli waris ab-intestato. tanpa ditentukan atau dipilih 
oleh pewaris, maka berdasarkan Undang-undang ahli waris ab-
intestato ini telah ditetapkan. Sedangkan ahli waris Testamenter 
adalah ahli waris yang ditetapkan berdasarkan testament atau surat 
wasiat pewaris. Ahli waris Ab-intestato menurut KUH Perdata 
ditentukan dalam 4 golongan, yaitu: 
 Golongan 1, terdiri dari pasangan hidup terlama (suami atau 
istri) serta anak pewaris dan keturunannya. 
 Golongan 2, terdiri dari orang tua (ayah dan ibu) pewaris dan 
saudara-saudara kandung maupun saudara tiri pewaris serta 
keturunannya. 
                                                           
12 Ibid., h. 221 
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 Golongan 3, terdiri dari keluarga dalam garis lurus keatas 
sesudah bapak dan ibu (nenek dan kakek dari pihak ibu 
maupun bapak pewaris dan seterusnya keatas). 
 Golongan 4, terdiri dari keluarga dalam garis lurus 
kesamping sesudah bapak dan ibu sampai derajat ke-6. 
a. Golongan I dan Bagiannya 
Ahli waris dalam golongan ini disamping pasangan hidup 
terlama pewaris yang merupakan istri atau suami pewaris, juga 
anak pewaris. Anak-anak yang dapat menjadi ahli waris dalam 
golongan satu ini hanyalah anak sah yang merupakan anak 
kandung, anak angkat, anak luar kawin yang disahkan dan anak 
luar kawin yang diakui sah. Sedangkan anak tiri tidak termasuk ahli 
waris dalam golongan satu ini. Anak tiri hanya mewaris dari orang 
tua kandungnya, tidak mewaris dari orang tua tirinya. Hubungan 
pewarisan antara anak tiri dengan orang tua tirinya tidak ada. 
Demikian pula sebaliknya, orang tua tiri bukan merupakan ahli 
waris dari anak tirinya. 
Dalam golongan ini dikenal adanya: 
 Ahli waris legitimaris, terdiri atas anak-anak pewaris dan 
keturunannya sedangkan pasangan hidup terlama pewaris 
bukan merupakan ahli waris legitimaris. 
 Ahli waris pengganti, yaitu keturunan dari anak-anak 
pewaris. 
32 
Sebagaimana prinsip Kesamaan Hak dalam pewarisan 
antara jenis kelamin maka semua bagian Ahli Waris dalam 
golongan ini adalah sama besar, tidak dibedakan antara laki-laki 
dengan perempuan dan antara orang tua dengan anak. 
Pembagian warisan khususnya besarnya bagian ahli waris 
pasangan hidup terlama, dalam perkawinan pertama berbeda 
dengan perkawinan kedua dan seterusnya kecuali perkawinan 
pertama atau sebelumnya tidak mempunyai keturunan. 
Dalam perkawinan pertama, menurut ketentuan Pasal 
852a KUH Perdata bahwa seorang istri/suami jika ada anak dari 
perkawinannya dengan pewaris maka bagiannya sama dengan 
bagian anak. Namun jika tidak ada anak dari perkawinannya 
dengan pewaris maka istri/suami yang hidup terlama berhak atas 
seluruh warisan. 
Dalam perkawinan kedua dan seterusnya, berdasarkan 
ketentuan Pasal 181 dan Pasal 852a KUH Perdata bagian 
istri/suami dari perkawinan kedua dan seterus tidak boleh lebih dari 
bagian terkecil dari anak-anak perkawinan terdahulu pewaris. Dan 
juga tidak boleh lebih dari seperempat harta warisan. 
Pasal 902 mengatur bahwa istri/suami yang melakukan 
perkawinan kedua atau selanjutnya, tidak diperbolehkan 
menghibah hak milik dengan wasiat kepada istri/suami keduanya 
melebihi dari apa yang telah ditentukan dalam Pasal 181 dan Pasal 
852a KUH Perdata. 
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b. Golongan II dan Bagiannya 
Dalam golongan kedua ini yang menjadi ahli waris adalah : 
 Kedua orang tua pewaris 
 Saudara kandung pewaris dan keturunannya 
 Saudara tiri pewaris dan keturunannya 
Orang tua tiri tidak mewaris dari anak tirinya. Ahli waris 
dalam golongan ini terdiri dari : 
 Ahli waris legitimaris, yaitu orang tua. Saudara kandung 
maupun saudara tiri bukan merupakan ahli waris 
legitimaris. 
 Ahli waris pengganti, yaitu keturunan dari saudara 
kandung maupun saudara tiri pewaris. 
Besarnya bagian ahli waris dalam golongan ini tidak selalu 
sama, hal ini tergantung dari banyaknya ahli waris yang ada dalam 
golongan tersebut. Berdasarkan Pasal 854 KUH Perdata dan 855 
KUH Perdata ditentukan bahwa bagian setiap orang tua pewaris 
(bapak atau ibu) adalah : 
 Minimal 1/4 (seperempat) bagian dari warisan dan 
 Tidak bisa lebih kecil dari bagian anaknya. 
Dari kedua pasal ini nampak bahwa bagian orang tua 
pewaris akan sama besarnya dengan bagian anaknya (dalam hal 
ini saudara kandung pewaris) jika total semua ahli warisnya (orang 
tua dan saudara pewaris) tidak lebih dari 4 (empat) orang. Akan 
tetapi jika total semua ahli warisnya lebih dari 4 (empat) orang 
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maka besarnya bagian orang tua tidak akan sama dengan anaknya 
(dalam hal ini saudara kandung pewaris). 
Apabila pewaris mempunyai saudara tiri, maka pembagian 
warisan antara saudara tiri dengan saudara kandung harus 
memenuhi ketentuan sebagai berikut : 
 Warisan harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk bagian 
orang tua pewaris kalau masih hidup dan selanjutnya 
warisan dibagi menurut ketentuan dibawah ini. Akan 
tetapi kalau kedua orang tua pewaris sudah meninggal 
dunia, maka warisan langsung dibagikan menurut 
ketentuan dibawah ini. 
 Warisan harus dibagi 2 sama besar, yaitu 1/2 bagian 
untuk dari garis bapak (saudara sebapak) dan 1/2 bagian 
untuk dari garis ibu ( saudara seibu). 
 Saudara kandung mendapat bagian dari garis ibu dan 
dari garis bapak. 
 Saudara tiri hanya mendapat bagian dari garis dimana ia 
berada (di garis ibu atau garis bapak). 
c. Golongan III dan Bagiannya 
Dasar hukum pembagian warisan dalam golongan III ini, 
ditetapkan dalam beberapa pasal, yaitu Pasal 850, Pasal 853 dan 
Pasal 858 KUH Perdata. Berdasarkan ketiga pasal ini, maka 
apabila ahli waris golongan II tidak ada, maka golongan III dapat 
mewaris dengan ketentuan bahwa ahli waris yang terdekat 
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derajatnya dalam garis lurus keatas, mendapat setengah (bagian 
dalam garisnya) dengan mengesampingkan segala ahli waris 
lainnya dan semua keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas 
dalam derajat yang sama mendapat bagian mereka kepala demi 
kepala.Warisan harus dibagi menjadi dua bagian yang sama, 
bagian-bagian mana yang satu adalah untuk keluarga sedarah 
dalam garis lurus ke atas dari pihak bapak dan untuk keluarga 
sedarah dalam garis lurus ke atas dari pihak ibu.  
Dalam golongan III ini tidak mengenal ahli waris 
pengganti. Apabila salah satu pasangan dalam garis yang sama 
(bapak atau ibu) meninggal lebih dahulu maka pasangan yang 
hidup terlama yang berhak atas semua warisan yang ada. Apabila 
kakek dan nenek dari kedua garis (bapak dan ibu) telah tiada maka 
warisan akan menjadi milik para ahli waris golongan IV. 
d. Golongan IV dan Bagiannya 
Menurut Pasal 861 KUH Perdata, mengatur 2 hal untuk 
golongan IV ini, yaitu : 
 Yang merupakan ahli waris dalam golongan ini adalah 
keluarga sedarah, yang dengan si pewaris bertalian 
keluarga dalam garis menyimpang sampai derajat ke-
6. Jika lebih dari derajat ke-6, tidak menerima warisan. 
 Apabila dalam salah satu garis (baik ibu atau bapak) 
tidak ada satupun keluarga sedarah dalam derajat 
yang mengizinkan untuk mewaris (sampai derajat ke-
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6), maka bagian ahli waris dalam garis tersebut 
diserahkan semuanya ke keluarga sedarah dalam 
garis yang lain (Pasal 850 KUH Perdata bagian 2) 
 Apabila salah satu garis bapak atau ibu masih ada 
sedangkan garis yang lainnya sudah tidak ada, maka 
dalam hal ini terjadi pewarisan dalam golongan III 
dengan golongan IV bersamaan tetapi berbeda garis. 
Dalam golongan IV dikenal pula adanya ahli waris 
pengganti, akan tetapi cara penggantiannya tidak sama dengan 
dalam golongan satu maupun dua. Ahli waris pengganti dalam 
golongan IV adalah keluarga yang terdekat dalam kedua garis, 














A. Lokasi Penelitian 
Lokasi  dalam  penelitian  penulisan  hukum  ini  adalah  
Pengadilan Negeri Makassar. Lokasi  tersebut  dipilih  karena  berkas  
perkara  yang dikaji  dalam  penelitian  hukum  ini  diperiksa  dan  
diputus  di  Pengadilan Negeri Makassar, sehingga berkaitan dengan 
permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah: 
1. Data primer, adalah data yang diperoleh secara langsung 
dilapangan yang berasal dari responden Kuasa para Penggugat 
dan Kuasa para Tergugat, serta informan yaitu Majelis Hakim 
Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara Nomor 
253/Pdt.G/2012/Pn.Mks dengan menggunakan teknik wawancara. 
2. Data sekunder, adalah data yang diperoleh dari studi 
kepustakaan, Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor 
253/Pdt.G/2012/Pn.Mks, dan dokumen tertulis lainnya yang 




C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data primer diperoleh dengan cara langsung dari 
responden di lapangan yaitu Kuasa para Penggugat dan Kuasa para 
Tergugat, serta informan yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri 
Makassar yang mengadili perkara Nomor 253/Pdt.G/2012/Pn.Mks 
melalui wawancara yang terkait dengan permasalahan yang ada 
dalam skripsi ini. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder  
selanjutnya dipilah-pilah kemudian dianalisis dengan menggunakan 
teknik analisis kualitatif kemudian dideskripsikan, yaitu dengan 
menganalisis data berdasarkan informasi yang diperoleh dari 
wawancara, yang kemudian digunakan untuk menguraikan dan 
menjelaskan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan 












Yuliana Baco Pande seorang ibu rumah tangga, agama Kristen, 
beralamat di Makassar jln. Topaz 1 GA 11 no. 23 RT/RW.003/005 
kelurahan Masale kecamatan Panakukang adalah istri pertama dari 
almarhum Tony Chandra. Yuliana Baco Pande dengan almarhum Tony 
Chandra telah menikah secara Kristen di Gereja Toraja pada tanggal 15 
Juni 1982 dan selama pernikahannya telah melahirkan 6 (enam) anak sah 
yaitu Rico Chandra, Citra Chandra, Hadianto Chandra, Meiland Chandra, 
Rhirin Chandra, dan Christian Chandra. Semasa hidupnya almarhum Tony 
Chandra selain menikah dengan Yuliana Baco Pande, almarhum Tony 
Chandra telah menikah dengan Zuliyati tanpa seizin istri pertama (Yuliana 
Baco Pande) dan melahirkan anak di bawah umur dari almarhum Tony 
Chandra yaitu Hendrawan Chandra. Almarhum Tony Chandra 
meninggalkan harta-harta yang merupakan boedel warisan yang belum 
dibagi secara sah menurut hukum kepada ahli warisnya dan boedel 
warisan tersebut dikuasai oleh Zuliyati. 
Yuliana Baco Pande bersama anak-anaknya menggugat Zuliyati 
dan anaknya atas boedel warisan almarhum Tony Chandra pada tanggal 
24 september 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 




A. Gugatan Konvensi 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah abs 
intestate dari almarhum Tony Chandra; 
3. Menyatakan semua harta-harta baik tak bergerak maupun 
bergerak yaitu: 
 Harta benda tidak bergerak berupa: 
1) Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 781 m2, SHM 
No. 4682, Kel. Banta-Bantaeng, Gambar Situasi No. 
1517/1993 tanggal 10 April 1993, atas nama alm. Tony 
Chandra (Jalan Landak) 
Berdasarkan Akte Jual Beli nomor 39/JB/Tamalate/IV/2005 
tanggal 25/04/2005 
2) Sebidang tanah seluas 79 m2 dan bangunan rumah toko 
(ruko) 2 lantai yang ada di atasnya, SHM No. 20222, Kel. 
Sambung Jawa, Surat Ukur No. 00271/2006 tanggal 12 
Mei 2006 (jl. Nuri-Tanjung Bunga) beserta perabotan dan 
fasilitasnya yang melekat padanya; 
Berdasarkan Akte Jual Beli nomor 315/VI/2008 tanggal 
03/06/2008 
3) Sebidang tanah seluas 62 m2 dan bangunan rumah toko 
(ruko) 3 lantai yang ada di atasnya, SHM No. 658, Kel. 
Pisang Utara, Gambar Situasi No. 5348/1996 tanggal 10 
Juli 1996, atas nama alm. Tony Chandra dan Ny. Yuliati 
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(Jl. Bulusaraung) beserta perabotan dan fasilitas yang 
melekat padanya; 
Berdasarkan Akte Jual Beli nomor 424/VI/2008 tanggal 
24/06/2008. 
 Harta benda bergerak berupa: 
4) 2 (dua) unit excavator merek Hitachi Chasis 200 yang 
masih cicilan 
5) 3 (tiga) unit mobil merk: 
a) 1 (satu) unit Honda New CRV, No. Pol : DD 58 TC, atas 
nama alm. Tony Chandra 
b) 1 (satu) unit Toyota Avanza, No. Pol : DD 58 ZC, atas 
nama Ny. Yuliati 
c) 1 (satu) unit Kijang Pick Up Panther, No. Pol : DD 8888 
TC, atas nama alm. Tony Chandra 
6) 3 (tiga) unit motor berbagai merk 
7) Uang tunai dalam bentuk tabungan pada bank: 
a) Bank Mandiri sebesar ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu 
rupiah) 
b) Bank BCA sebesar ± Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh 
juta rupiah) 
c) Bank BII sebesar ± Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu 
rupiah) 
d) Bank Panin sebesar ± Rp. 314.000.000,- (tiga ratus 
empat belas juta rupiah), 
42 
Adalah hak sepenuhnya para Penggugat sebagai ahli 
waris abs intestate dari almarhum Tony Chandra. 
4. Menghukum para Tergugat menyerahkan dan mengosongkan 
seluruh harta benda yang merupakan boedel warisan almarhum 
Tony Chandra sebagaimana yang dimaksud dalam petitum No. 3 
kepada Para Penggugat secara baik dan sempurna tanpa kurang 
sedikit pun. 
5. Menghukum para Tergugat untuk melunasi seluruh pembayaran 
biaya-biaya fasilitas yang melekat atas bangunan-bangunan 
tersebut (pembayaran PBB, pembayaran PDAM, pembayaran 
PLN dan pembayaran telepon) yang akan ditentukan kemudian. 
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas boedel warisan 
tersebut di atas sebagai berikut: 
 Harta benda tidak bergerak berupa: 
1) Sebidang tanah pekarangan kosong seluas 781 m2, SHM 
No. 4682, Kel. Banta-Bantaeng, Gambar Situasi No. 
1517/1993 tanggal 10 April 1993, atas nama alm. Tony 
Chandra (Jalan Landak) 
Berdasarkan Akte Jual Beli nomor 39/JB/Tamalate/IV/2005 
tanggal 25/04/2005 
2) Sebidang tanah seluas 79 m2 dan bangunan rumah toko 
(ruko) 2 lantai yang ada di atasnya, SHM No. 20222, Kel. 
Sambung Jawa, Surat Ukur No. 00271/2006 tanggal 12 
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Mei 2006 (jl. Nuri-Tanjung Bunga) beserta perabotan dan 
fasilitasnya yang melekat padanya; 
Berdasarkan Akte Jual Beli nomor 315/VI/2008 tanggal 
03/06/2008 
3) Sebidang tanah seluas 62 m2 dan bangunan rumah toko 
(ruko) 3 lantai yang ada di atasnya, SHM No. 658, Kel. 
Pisang Utara, Gambar Situasi No. 5348/1996 tanggal 10 
Juli 1996, atas nama alm. Tony Chandra dan Ny. Yuliati 
(Jl. Bulusaraung) beserta perabotan dan fasilitas yang 
melekat padanya; 
Berdasarkan Akte Jual Beli nomor 424/VI/2008 tanggal 
24/06/2008. 
 Harta benda bergerak berupa: 
4) 2 (dua) unit excavator merek Hitachi Chasis 200 yang 
masih cicilan 
5) 3 (tiga) unit mobil merk: 
a) 1 (satu) unit Honda New CRV, No. Pol : DD 58 TC, atas 
nama alm. Tony Chandra 
b) 1 (satu) unit Toyota Avanza, No. Pol : DD 58 ZC, atas 
nama Ny. Yuliati 
c) 1 (satu) unit Kijang Pick Up Panther, No. Pol : DD 8888 
TC, atas nama alm. Tony Chandra 
6) 3 (tiga) unit motor berbagai merk 
7) Uang tunai dalam bentuk tabungan pada bank: 
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a) Bank Mandiri sebesar ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu 
rupiah) 
b) Bank BCA sebesar ± Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh 
juta rupiah) 
c) Bank BII sebesar ± Rp. 26.000,- (dua puluh enam ribu 
rupiah) 
d) Bank Panin sebesar ± Rp. 314.000.000,- (tiga ratus 
empat belas juta rupiah), 
7. Mengabulkan putusan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum 
banding, kasasi maupun verzet (uit voerbaar bij voorraad) dalam 
perkara ini. 
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa 
(dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,- perbulan jika tidak 
mengindahkan putusan ini sejak dijatuhkannya putusan oleh 
Pengadilan Negeri Makassar. 
9. Membebankan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini 
kepada para Tergugat. 
 
B. Gugatan Rekonvensi 
DALAM EKSEPSI; 
1. Menerima eksepsi Tergugat I,II, dan III untuk seluruhnya. 
2. Menolak Gugatan para Penggugat atau setidak-tidaknya 
menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk 
verklaard). 
45 
Dalam Pokok Perkara Konvensi; 
1. Menolak Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga. 
Menghukum para Penggugat secara tanggung renteng membayar 
biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. 
DALAM REKONVENSI; 
1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi para Penggugat Rekonvensi 
untuk seluruhnya. 
2. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) yang diletakkan 
juru sita Pengadilan Negeri Makassar atas tanah dan bangunan 
yang terletak di komplek panakukan mas, jalan Topaz I. GA II 
No;23,Rt/Rw; 003/005, kelurahan Masale kecamatan Panakukang 
Makassar. Yakni tanah dan bangunan seluas 15x20m2 dengan 
delapan kamar kost eksekutif yang ditaksir senilai 1 (satu) milyard 
rupiah adalah sah dan berharga. 
Demikian pula sita Revindicatoir yang diletakkan oleh juru sita 
Pengadilan Negeri Makassar terhadap 2 (dua) unit excavator merk 
Hitachi Chasis 200, adalah sah dan berharga. 
3. Menyatakan menurut Hukum bahwa Penggugat Rekonvensi II 
Hendrawan Chandra adalah anak sah dari almarhum Tony 
Chandra dan berhak atas pembagian tanah dan bangunan yang 
terletak di komplek panakukang mas, jalan Topaz I GA.II No;23 
Rt/Rw; 003/005 kelurahan masala kecamatan Panakukang 
Makassar. 
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4. Menyatakan bahwa para Penggugat rekonvensi berhak atas hasil 
penyewaan/kontrak 2 (dua) unit excavator merk Hitachi Chasis 
200, 
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih 
dahulu sekalipun para Tergugat menyatakan banding dan Kasasi. 
6. Menghukum para Penggugat/para Tergugat Rekonvensi 
membayar uang paksa sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta 
rupiah)/hari terhitung selama mereka tidak mematuhi putusan 
dalam perkara ini. 
7. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya 







PERUMUSAN INTISARI PUTUSAN 
DALAM KONVENSI : 
I. DALAM EKSEPSI : 
o Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya. 
II. DALAM POKOK PERKARA : 
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. 
2. Menyatakan para Penggugat dan Tergugat I, serta Tergugat II 
adalah sebagai ahli waris dari almarhum TONY CHANDRA; 
3. Menyatakan harta sengketa berupa ; 
 Tanah dan bangunan dengan sertifikat hak milik.Nomor;4682, 
yang terletak di kel.Rappocini kec.tamalate Makassar .adalah 
harta bersama antara Penggugat I dengan almarhumTony 
Chandra. Yang berhak diwarisi oleh para Penggugat I s/d 7; 
4. Menghukum Tergugat I. untuk menyerahkan tanah dengan sertifikat 
hak milik nomor 4682 seluas 781 m2. Yang terletak di kelurahan 
Rappocini kecamatan Tamalate Makassar yang merupakan harta 
bersama Penggugat I dengan alm. Tony Chandra tsb kepada yang 
berhak mewarisi yaitu para Penggugat I s/d VII dalam keadaan 
kosong dari hak orang lain.; 
5. Menyatakan harta sengketa berupa; 
A. Tanah dengan sertifikat hak milik Nomor; 20222 dan bangunan 
Ruko yang terletak di kelurahan sambung jawa, jalan Nuri 
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tanjung Bunga dan tanah sertifikat hak milik Nomor;658 
kelurahan pisang utara yang terletak di jalan Bulu saraung 
Makassar adalah harta pencaharian/harta bersama antara 
almarhum Tony Chandra dengan Tergugat I Zuliyati; 
B. 2 unit Excavator merk Hitachi yang masih cicilan (liesing) dan 
mobil, (Honda CRV, Toyota Avanza, Kijang Phanter) adalah 
harta pencaharian/harta bersama antara Tergugat I dengan 
almarhumTony Chandra. 
C. Uang tabungan pada Bank Panin sejumlah Rp.315.157.716,- 
dan tabungan pada Bank BCA Makassar sejumlah 
Rp.27.345.974,- adalah harta bersama almarhum Tony 
Chandra dengan Tergugat I. 
6. Menyatakan seperdua/setengah bahagian dari harta bersama/gono 
gini/pencaharian dari almarhum Tony Chandra dengan Tergugat I 
pada angka 5 huruf A,B,C,,tersebut di atas, menjadi hak dan 
bagian dari Tergugat I-ZULIYATI selaku isteri ke dua, 
SEDANGKAN seperdua/setengah bahagiannya menjadi hak para 
ahli waris dari alm. Tony Chandra yaitu (para Penggugat, beserta 
Tergugat I dan II). Selaku ahli waris dari alm. Tony Chandra 
tersebut; 
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk menyerahkan bahagiannya 
para Penggugat 1 s/d 7, dari pembagian harta bersama pada 
angka 5,A-B-C tersebut di atas; 
8. Menolak gugatan Penggugat untuk yang lain dan selebihnya. 
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DALAM REKONVENSI : 
 MENOLAK Gugatan Penggugat REKONVENSI untuk seluruhnya; 
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : 
 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng 
untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang 
hingga saat ini ditaksir sebesar Rp.356.000,- (tiga ratus lima puluh 
enam ribu rupiah). 
Berdasarkan apa yang diuraikan di atas, maka penulis ingin 
menemukan masalah hukum atas kasus tersebut yaitu terdapat pada 
keabsahan perkawinan Tergugat I dengan almarhum Tony Chandra dan 
pada Putusan Hakim menyangkut istri kedua sebagai ahli waris dan 
mendapat bagian hak waris yang lebih besar dari yang ditentukan 
undang-undang. 
Pasal 2 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa 
perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama 
dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, 
perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama atau dicatat saja tidak 
dapat dikatakan sah. 
Istri kedua dan seterusnya seharusnya tidak bisa menjadi ahli 
waris. Namun jika dikehendaki untuk menerima waris, maka harus tunduk 
pada Pasal 181 dan Pasal 852a KUH Perdata yang menentukan bahwa 
bagian istri/suami dari perkawinan kedua dan seterusnya tidak boleh lebih 
dari bagian terkecil dari anak-anak perkawinan terdahulunya pewaris dan 
juga tidak boleh lebih dari ¼ (seperempat) harta warisan. 
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BAB VI 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Keabsahan Perkawinan Bagi Istri Kedua 
Perkawinan yang hanya dilakukan menurut agama saja atau 
dilakukan hanya secara hukum nasional tidak bisa dikatakan sah. 
Karena berdasarkan pada Pasal 2 Undang-undang Perkawinan, suatu 
perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum 
agama dan dicatat menurut peraturan perUndang-undangan. Sesuai 
dengan wawancara yang penulis lakukan pada tanggal 9 Maret 2014 
terhadap Kepala Bidang Perkawinan, Perceraian, dan Pengakuan 
Anak Kantor Catatan Sipil bapak Y. Situru :  
“ bagi orang yang hendak mencatatkan perkawinannya harus 
mempunyai Surat Pengantar dari Rumah Ibadah tempat mereka 
melangsungkan perkawinan secara Agama. Jika tidak memiliki 
surat pengantar tersebut,maka kami di Kantor Catatan Sipil tidak 
akan mencatatkan perkawinan tersebut”. 
 
Setelah penulis melakukan wawancara terhadap ibu Zuliyati 
selaku istri kedua pada tanggal 9 Maret 2014, ternyata perkawinan 
yang dilakukan ibu Zuliyati bersama almarhum Tony Chandra tidak 
pernah dilakukan secara Agama, sesuai dengan hasil wawancara 
penulis kepada istri kedua : 
“ Ketika hendak melakukan perkawinan, kami langsung saja ke 
Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan kami. Tidak 
ada pemberkatan secara Agama, karena kami masih memegang 
kepercayaan dan agama masing-masing”. 
 
Penulis telah memastikan pernyataan istri kedua di Vihara 
Cetiya Maha Dharma. Penulis memilih Vihara Cetiya Maha Dharma, 
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karena pada akta perkawinan Nomor 338/B/KCS/2005 menerangkan 
bahwa pada tanggal 11 Desember 2005 Tony Chandra dengan 
Zuliyati dinikahkan di depan pemuka agama Budha Vihara Cetiya 
Maha Dharma Makassar. Menurut pemuka agama Budha Vihara 
Cetiya Maha Dharma bapak Laudi Sentoso saat penulis melakukan 
wawancara padanya tanggal 11 Maret 2014 : 
“ saya tidak pernah menikahkan atas nama Tony Chandra 
dengan Zuliyati. Selain itu saya juga tidak pernah menikahkan 
orang yang berbeda agama. Semua yang saya nikahkan 
beragama Budha, mempelai wanita maupun mempelai pria. Jika 
salah satu mempelai bukan beragama Budha maka ia wajib 
mengundurkan diri terlebih dahulu dari agamanya, lalu di 
masukkan dalam agama Budha. Setelah sudah dimasukkan 
dalam agama Budha, barulah bisa dinikahkan”. 
 
Penelitan terhadap Kantor Catatan Sipil kembali dilakukan oleh 
penulis. Karena penulis mendapat fakta terkait akta perkawinan 
Nomor 338/B/KCS/2005 yang bertentangan dengan pendapat dari 
Kantor Catatan Sipil bahwa Kantor Catatan Sipil tidak akan 
mendaftarkan perkawinan yang tidak mempunyai surat pengantar dari 
rumah ibadah dan juga almarhum Tony Chandra adalah seorang 
suami. Sesuai dengan hasil wawancara penulis pada bapak Y. Situru  
tanggal 13 Maret 2014 : 
" itu mungkin saja pemalsuan dokumen. Kami pihak Catatan Sipil 
tidak meniliti sampai sedalam itu. Kami hanya menerima berkas-
berkas yang sudah ditentukan Undang-undang. Perkawinan 
tersebut dapat dibatalkan, tetapi perkawinan itu sah selama 
belum dibatalkan". 
 
Sangat disayangkan sebenarnya menurut penulis ketika 
Pegawai Pencatat Perkawinan tidak melakukan penelitian syarat-
syarat perkawinan, karena tentunya dengan tidak melakukan 
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penelitian syarat-syarat perkawinan bisa dinilai bahwa Pegawai 
Pencatat Perkawinan melakukan tindakan pelanggaran yang bisa 
dikenakan ancaman hukuman dan denda sesuai yang ditentukan 
dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. 
Suami atau istri tidak boleh mengaku perkawinannya dengan 
suami atau istri sebelumnya telah putus dengan alasan mereka telah 
berpisah selama bertahun-tahun. Perceraian tidak dapat terjadi hanya 
dengan persetujuan suami dan istri. Suatu perceraian hanya bisa 
diputuskan oleh hakim. Adapun sebab-sebab perceraian yang dapat 
dijadikan alasan perceraian di depan hakim menurut Pasal 19 PP no. 
9 tahun 1975 antara lain: 
1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, 
penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhi; 
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun 
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau 
karena hal lain diluar kemampuannya; 
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau 
hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; 
4. Salah satu pihak melakukan kekejamanan atau penganiayaan 
berat yang membahayakan pihak lain; 
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan 
akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; 
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6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan 
pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam 
rumah tangga. 
Perceraian dikatakan sah setelah diumumkan oleh pengadilan. 
Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan penulis tanggal 17 
Maret 2014 terhadap Hakim Pengadilan Negeri Makassar bapak Maxi 
Sigarlaki : 
“ tidak ada perceraian di luar pengadilan. Kalau ingin melakukan 
perceraian maka wajib dilakukan di depan pengadilan dengan 
alasan-alasan tertentu. Diantaranya telah diatur pada Pasal 19 
PP No. 9 tahun 1975. Alasan-alasan pada Pasal 19 tersebut 
tidak langsung menjadikan suatu perkawinan putus, semuanya 
mesti dilakukan di depan pengadilan”. 
 
Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 
tahun 1975 merupakan acuan bagi seorang suami yang ingin 
melakukan poligami. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Perkawinan serta 
Pasal 40 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 menyatakan bahwa 
dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia 
wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan di 
daerah tempat tinggalnya. Untuk dapat mengajukan permohonan 
kepada Pengadilan, seorang suami harus memenuhi syarat-syarat 
antara lain adanya persetujuan/izin dari istri/istri-istri sebelumnya serta 
adanya kepastian bahwa suami mampu berlaku adil dan menjamin 
keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Ketentuan 
di atas hanya berlaku bagi orang yang beragama Islam saja, karena di 
Indonesia hanya Agama Islam sajalah yang memperbolehkan adanya 
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poligami tetapi dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, sedangkan 
non-Islam tidak mengenal poligami (monogami mutlak). 
Majelis Hakim bapak Iswahyu Widodo menilai bahwa 
perkawinan Tony Chandra dengan Zuliyati adalah sah. Sesuai dengan 
wawancara via telepon yang dilakukan oleh penulis terhadap bapak 
Iswahyu Widodo : 
" perkawinan antara Tony Chandra dengan Zuliyati memiliki akta 
perkawinan, sehingga kami majelis hakim menilai perkawinan 
tersebut sah. Kecuali perkawinan tersebut telah dibatalkan. Kami 
melihat dari sisi hukum positif". 
 
Berdasarkan analisis lebih mendalam terhadap substansi dari 
perkawinan poligami dalam praktek diketahui terdapat pelanggaran 
peraturan Undang-undang Perkawinan dan PP No. 9 tahun 1975. 
Sehingga penulis berpendapat bahwa syarat harus adanya 
persetujuan/izin dari istri sebelumnya dari perkawinan poligami dan 
perkawinan secara agama tidak terpenuhi. Akibat hukumnya, 
perkawinan poligami tanpa izin ini tidak sah dan dapat dibatalkan 
karena tidak memenuhi syarat materil. 
 
B. Latar Belakang Pertimbangan Majelis Hakim Memutus Istri Kedua 
Sebagai Ahli Waris Dan Memberikan Bagian Hak Waris Yang 
Lebih Besar Dari Yang Ditentukan Undang-undang 
Kasus pada Putusan Nomor 253/Pdt/G/2012/Pn.Mks, Zuliyati 
selaku istri kedua dari almarhum Tony Chandra menurut Undang-
undang bukanlah ahli waris ab-intestato maupun ahli waris 
testamenter. Tetapi jika istri kedua bisa sebagai ahli waris, maka 
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harus tunduk pada ketentuan dalam KUH Perdata tentang pembagian 
harta persatuan dalam perkawinan kedua. 
Pembagian harta persatuan dalam perkawinan kedua atau 
selanjutnya harus memenuhi beberapa ketentuan KUH Perdata yang 
diatur dalam Pasal 180, 181, 182, 852a dan 902 jo 12813. Inti dari 
pasal-pasal mengenai pembagian harta persatuan atau harta warisan 
dalam perkawinan kedua adalah14 : 
1. Jika dalam perkawinan pertama tidak ada keturunan maka 
pembagian harta persatuan atau harta warisan disamakan dengan 
dalam perkawinan pertama. 
2. Jika dalam perkawinan pertama ada keturunan maka ada 2 cara 
untuk membagi harta persatuan, yaitu : 
a. Istri atau suami menerima harta persatuan 
 Cara ini digunakan jika harta bawaan istri dan harta bawaan 
suami dalam perkawinan kedua tersebut seimbang, 
maksudnya adanya percampuran harta bawaan ini tidak 
menimbulkan keuntungan suami atau istri dari perkawinan 
kedua tersebut. 
 Jika cara a ini yang dipilih maka tidak bisa menggunakan 
lagi cara b. 
                                                           
13 Padma D. Liman, Hukum Waris: Pewarisan Ahli Waris Ab Intestato Menurut Burgelijk Wetboek 
(BW) (Cet. 1; Malang: Wineka Media, 2011) h. 30-31 
14 Ibid., h. 32-33 
56 
 Dalam cara ini, suami/istri yang hidup terlama hanya berhak 
atas 1/2 dari harta persatuan dan tidak berhak sebagai ahli 
waris. 
 Kalau keuntungan yang diperoleh suami/istri dengan cara 
ini melebihi dari ketentuan pembagian yang di atur dalam 
Pasal 181 atau Pasal 852 KUH Perdata maka cara ini tidak 
bisa digunakan meskipun suami/istri tersebut 
menghendakinya oleh karena itu hanya bisa menggunakan 
cara b di bawah ini. 
b. Istri menolak harta persatuan 
 Cara ini digunakan jika harta bawaan istri dan harta bawaan 
suami dalam perkawinan kedua tersebut tidak seimbang, 
maksudnya percampuran harta bawaan ini menimbulkan 
keuntungan suami atau istri dari perkawinan kedua. 
 Kalau cara b ini digunakan maka kedudukan suami atau 
istri yang hidup terlama disamping berhak atas harta 
bawaannya juga dianggap sebagai ahli waris dari pewaris 
dan tidak berhak sebagai istri atau suami yang memperoleh 
1/2 dari harta persatuan. Jadi harta warisan yang akan 
dibagi merupakan harta perkawinan yang tidak perlu dibagi 
dua dan harus dikeluarkan harta bawaan suami atau istri 
yang hidup terlama. 
Majelis Hakim memutus bertentangan dengan ketentuan-
ketentuan dalam KUH Perdata di atas yaitu bahwa istri kedua berhak 
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sebagai ahli waris dan juga berhak untuk mendapatkan 1/2 dari harta 
persatuan. Adapun pertimbangan Majelis Hakim memutus demikian 
dalam Putusan Nomor 253/Pdt/G/2012/Pn.Mks antara lain : 
Menimbang bahwa sebelum almarhum Tony Chandra 
meninggal dunia, secara Hukum belum ada perceraian dengan 
Penggugat I Yuliana Baco Pande; 
Menimbang bahwa menurut Tergugat I saat ia menikah 
dengan Tony Chandra sudah berstatus duda cerai dengan 
Penggugat I. 
Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 
antara Penggugat dengan Tjiang Jong Tjeng (Tony Chandra) 
pernah berpisah semenjak tahun 1996. Kemudian Tony Chandra 
hidup bersama dan tinggal dengan Tergugat I sampai ia 
meninggal dunia bulan juli 2012, akan tetapi antara Tony Chandra 
dan Yuliana (Penggugat I) belum ada perceraian; 
Menimbang bahwa oleh karena itu maka terbukti bahwa 
Penggugat I adalah istri sah dari almarhum Tony Chandra dan 
Penggugat II.III.IV.V.VI.VII adalah sebagai anak yang lahir dari 
perkawinan antara almarhum Tony Chandra dengan Penggugat I 
(Yuliana) sehingga para Penggugat adalah sah sebagai ahli waris 
dari almarhum Tony Chandra; 
Menimbang bahwa selanjutnya perlu dibuktikan dan akan 
dipertimbangkan apakah Tony Chandra pernah menikah dengan 
Tergugat I (Zuliyati). Atau hanya sekedar hidup bersama sebagai 
mana didalilkan oleh para Penggugat dan keterangan saksi para 
Penggugat; 
Menimbang bahwa Tergugat I mendalilkan bahwa antara 
Tergugat I dengan Tony Chandra telah terjadi perkawinan dan 
telah lahir 1 orang anak yaitu Tergugat II Hendrawan Chandra. 
Menimbang bahwa mencermati surat bukti yang diajukan 
oleh Tergugat yaitu bukti T.I.II.III/-2 berupa kutipan akta 
perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Makassar 
menerangkan bahwa pada tanggal 20 desember 2005 telah 
tercatat perkawinan antara TONY CHANDRA dengan ZULIYATI. 
Nomor 338/B/KCS/2005. Yang dinikahkan didepan pemuka 
agama Budha Vihara Cetiya maha Dharma Makassar tanggal 11 
Desember 2005. 
Menimbang bahwa perkawinan tersebut telah dilakukan 
oleh pejabat yang berwenang dan sampai saat Tony Chandra 
meninggal dunia tidak ada yang keberatan dan perkawinan 
tersebut tidak pernah dibatalkan, sehingga secara Hukum tetap 
sah; 
Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Tergugat I 
dengan Tony Chandra dilakukan menurut ketentuan yang diatur 
Undang-undang, sekalipun tidak ada perceraian atau izin dari istri 
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pertamanya YULIANA (Penggugat I) namun perkawinan tersebut 
belum pernah dibatalkan sampai Tony Chandra meninggal dunia 
sehingga Tergugat I sah sebagai istrinya, dan juga sebagai ahli 
waris dari almarhum Tony Chandra tersebut. 
Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengakui bahwa 
dari perkawinan Tony Chandra dengan Tergugat I telah lahir 
seorang anak yaitu HENDRAWAN CHANDRA (Tergugat II). 
Menimbang bahwa merujuk kepada bukti T.I.II.III/-3; berupa 
akte kelahiran yang diterbitkan tahun 2006, ternyata bahwa 
Hendrawan Chandra yang lahir 28 januari tahun 2000, telah diakui 
sebagai anak laki-laki dari pasangan suami istri Tony Chandra 
dengan Zuliyati; 
Menimbang bahwa sekalipun Tergugat II lahir sebelum 
kedua orang tuanya menikah secara sah, namun telah diakui oleh 
keduanya sebagai anaknya dalam bukti T.I.II.III/-3 (akte kelahiran) 
maka Tergugat II menurut Hukum adalah juga sebagai ahli waris 
dari almarhum Tony Chandra tersebut. 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka 
terbukti bahwa para Penggugat dan Tergugat II adalah ahli waris 
dari almarhum Tony Chandra, sehingga petitum Penggugat point 
2 patut dan beralasan dikabulkan. 
Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan 
apakah harta yang disengketakan Penggugat dengan Tergugat 
merupakan boedel warisan dari almarhum Tony Chandra; 
Menimbang bahwa menurut Penggugat objek sengketa 
adalah boedel warisan dari almarhum Tony Chandra, sedangkan 
menurut Tergugat adalah harta yang diperoleh atas usaha dan 
kerja keras antara Tergugat I dengan Tony Chandra dan tidak ada 
hak Penggugat untuk mewarisinya. 
Menimbang bahwa untuk menentukan apakah harta yang 
disengketakan merupakan boedel warisan dari Tony Chandra atau 
tidak maka terlebih dahulu haruslah dibuktikan status dan cara 
perolehan harta yang disengketakan tersebut apakah diperoleh 
dalam perkawinan Tony Chandra dengan Penggugat I atau 
semasa hidup bersama/kawin dengan Tergugat I. 
Menimbang bahwa untuk hal tersebut majelis hakim akan 
mempertimbangkan sebagai berikut; 
Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di 
atas, dan terbukti bahwa Almarhum Tony Chandra semasa 
hidupnya selain pernah kawin dengan Penggugat I Yuliana Baco 
Pande Tony Chandra juga pernah kawin dengan Tergugat I 
secara sah di Vihara Cetiya Maha Dharma Makassar pada tanggal 
11 Desember 2005 yang kemudian didaftarkan dikantor catatan 
sipil kota Makassar pada tanggal 20 Desember 2005. Dengan 
demikian Tony Chandra sah menikah dengan Tergugat I pada 
bulan desember tahun 2005. 
Menimbang bahwa mengenai harta yang disengketakan 
dipertimbangkan sebagai berikut; 
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Menimbang bahwa setelah majelis hakim mencermati surat 
bukti Penggugat berupa bukti P-16, P-17 dan P-18 walaupun tidak 
disesuaikan dengan aslinya, akan tetapi bukti tersebut ternyata 
sama dengan surat bukti yang diajukan Tergugat yaitu T.I.II.III/8 - 
T.I.II.III/7 dan T.I.II.III/9 yang telah disesuaikan dengan aslinya; 
Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-16 = T.I.II.III/8 yaitu 
SHM nomor 20222 dengan luas 79m2 ternyata sebagai pemegang 
hak tertulis a/n ZULIYATI berdasarkan akta jual beli No; 
15/VI/2008, tanggal 13-06-2008; 
Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-17 = bukti T.I.II.III/7 
berupa sertifikat Hak milik Nomor; 658 dengan luas tanah 62m2 
ternyata pemegang hak tertulis a/n Tony Chandra dan Zuliyati, 
yang diperoleh berdasarkan akta jual beli tanggal 24-06-2008. 
Yang terletak di kelurahan pisang utara kecamatan ujung pandang 
kota ujung pandang/Makassar. 
Menimbang bahwa dengan demikian dapat disimpulkan 
bahwa tanah dengan sertifikat hak milik Nomor .20222 dengan 
AJB No;15/VI/2008, dan tanah dengan sertifikat hak milik No;658 
dengan AJB tanggal 24-06-2008 terbukti diperoleh oleh alm Tony 
Chandra setelah menikah dengan Tergugat I Zuliyati. Sehingga 
menjadi harta bersama antara Tony Chandra dengan Tergugat I 
Zuliyati. 
Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-18 = bukti 
T.I.II.III/9 tanah dengan sertifikat hak milik nomor; 4682 sebagai 
pemegang hak tertulis a/n Tony Chandra yang diperoleh 
berdasarkan akta jual beli pada tanggal 25-04-2005. Yang terletak 
dikelurahan Rapocini kecamatan Tamalate kota ujung 
pandang/Makassar terbukti diperoleh oleh almarhum Tony 
Chandra sebelum pernikahannya dengan Tergugat I Zuliyati,; 
Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan 
diatas dapat disimpulkan bahwa tanah dengan sertifikat hak milik 
Nomor...20222 dan SHM Nomor;658. Karena diperoleh setelah 
perkawinan antara Tony Chandra dengan Tergugat I. adalah 
merupakan harta pencaharian bersama/gono gini antara Tony 
Chandra dengan Tergugat I Zuliyati. Sehingga Tergugat I juga 
mempunyai hak didalamnya; 
Menimbang bahwa tentang keberadaan 3 unit mobil berupa 
Honda CRV, Toyota Avanza dan Phanter Pic up;, Penggugat tidak 
mengajukan bukti kepemilikannya sedangkan mobil tersebut 
berada dalam kekuasaan Tergugat I. 
Menimbang bahwa Tergugat juga tidak mengajukan bukti 
kepemilikannya kepersidangan. 
Menimbang bahwa mobil Toyota Avanza sesuai dengan 
dalil Penggugat terdaftar a/n Zuliyati. 
Menimbang bahwa mengenai 3 unit mobil Honda CRV, 
Toyota Avanza, dan Kijang Phanter tidak dapat dibuktikan oleh 
Penggugat sebagai mobil bawaan sebelum Tony Chandra hidup 
bersama dengan Tergugat I dan Tergugat I juga tidak membantah 
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dan tidak mengajukan bukti tahun perolehan mobil tersebut, 
namun menurut Tergugat mobil Toyota Avanza tersebut diperoleh 
Tergugat I. dari hasil kerja keras dan usaha sendiri dengan 
almarhum;. 
Menimbang bahwa menurut Tergugat mobil Honda CRV 
tersebut telah dijual oleh almarhum Tony Chandra kepada 
adiknya, untuk membiayai pengobatan almarhum Tony Chandra 
berobat ke berbagai Negara; Malaysia, Cina, singapura, dan 
Jakarta. 
Menimbang bahwa saksi 1.Tergugat yaitu; SISWANTO, 
juga menerangkan bahwa harta almarhum yang saksi ketahui ada 
tanah dan ada mobil, CRV,AVANZA dan Kijang Phanter, uang di 
Bank dan 2 unit Excavator, sedangkan mobil CRV sudah dijual 
kepada adik kandung almarhum. 
Menimbang bahwa saksi Penggugat ;Johan Chandra (adik 
kandung almarhum Tony) menerangkan bahwa almarhum ada 
mempunyai Mobil, CRV, Toyota Avanza, dan Kijang Phanter, 
namun saksi tidak tahu mobil tersebut atas nama siapa 
pemiliknya. 
Menimbang bahwa saksi 3, Penggugat MUSLIMIN,SE 
,menerangkan bahwa almarhum ada meninggal kan harta 3 unit 
mobil yaitu CRV,AVANZA, dan Kijang Phanter. 
Menimbang bahwa dari keterangan saksi Johan Chandra 
dan Muslimin diatas dapat disimpulkan bahwa dalil Tergugat yang 
menyatakan bahwa Mobil CRV telah dijual kepada adik kandung 
almarhum Tony Chandra tidak dapat dibuktikan Tergugat 
kebenarannya. 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas 
majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa ke 3 unit 
mobil tersebut (CRV-DD.58.TC dan AVANZA-DD.58.ZC.serta 
,kijang Phanter DD.8888.TC) tersebut adalah harta yang diperoleh 
oleh almarhum tony Chandra semasa hidup bersama/setelah 
menikah dengan Tergugat I Zuliyati. 
Menimbang bahwa oleh karena itu majelis hakim 
berkesimpulan Tergugat I juga mempunyai hak terhadap 
sebahagian mobil tersebut;. 
Menimbang bahwa mengenai keberadaan 2 unit Excavator 
yang saat ini dikelola oleh adik almarhum yaitu Ir johan 
Chandra,menurut keterangan dari johan Chandra 2 unit Excavator 
tersebut dibeli secara Liesing yang uang mukanya dibayar oleh 
almarhum Tony Chandra, seharga Rp;700.000.000.-.sedangkan 
angsurannya dibayarkan oleh Johan Chandra, a/n PT Jaya graha 
dan sampai saat ini cicilannya masih tinggal 2 tahun lagi; 
Menimbang bahwa terhadap pembelian 2 unit Excavator 
tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti sedangkan Tergugat 
mengajukan bukti transfer pembelian alat berat tersebut berupa 
T.I.II.III/10- T.I.II.III/11 dan T-I.II.III/12; yang pada intinya 
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menerangkan bahwa kedua excavator tersebut dibeli pada tahun 
2011. 
Menimbang bahwa oleh karena itu menurut majelis hakim 
terbukti bahwa kedua unit alat berat (excavator) tersebut telah 
dibeli oleh Tergugat I bersama dengan almarhum Tony Chandra 
setelah perkawinannya; 
Menimbang bahwa oleh karena itu maka Tergugat I 
sebagai istri ke II, juga mempunyai hak atas sebahagian dari 
excavator tersebut. 
Menimbang bahwa dalil Penggugat mengenai uang 
Tabungan pada Bank Panin sejumlah Rp.314.000.000,-dan pada 
Bank BCA Rp.27.000.000,-Penggugat juga tidak mengajukan 
bukti tentang jumlah tabungan tersebut. Sedangkan Tergugat 
telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda Termohon-
I.II.III/19-; 
Menimbang bahwa berdasarkan bukti T.I.II.III/19 tersebut 
pemilik rekening pada Bank Panin adalah Tony Chandra, dengan 
saldo awal pada tanggal 03-07-2010 adalah Rp.1.140.376,- 
sedangkan saldo akhir pada tanggal 31-08-2012 adalah berjumlah 
Rp.315.157.716,- 
Menimbang bahwa mengenai uang Tabungan pada Bank 
BCA Makassar berdasarkan bukti T.I.II.III/20 terdaftar a/n TONY 
CHANDRA dengan saldo akhir pada tanggal 31-08-2012 adalah 
berjumlah Rp.27.345.974,- 
Menimbang bahwa kedua tabungan tersebut terbukti 
diperoleh dalam masa perkawinan almarhumTony Chandra 
dengan Tergugat I oleh karenanya majelis hakim menyimpulkan 
bahwa uang tabungan pada Bank Panin dan Bank BCA Makassar 
tersebut diatas adalah merupakan harta bersama Tergugat I 
dengan almarhum Tony Chandra,; 
Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak ada bukti yang 
menerangkan bahwa antara almarhum Tony Chandra sebelum 
kawin dengan Tergugat I melakukan perjanjian kawin. Maka oleh 
karena itu walaupun harta-harta tersebut dibeli atas usaha sendiri, 
maupun dibeli secara bersama, dengan terjadinya perkawinan 
maka terjadilah persatuan harta antara suami dan istri tersebut;. 
Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut 
diatas maka majelis hakim menyimpulkan sebagai berikut; 
a. Bahwa para Penggugat terbukti sebagai ahli waris dari 
almarhum Tony Chandra. 
b. Bahwa Tergugat I dan II juga terbukti sebagai ahli waris dari 
alm Tony Chandra. 
c. Bahwa tanah dengan sertifikat hak milik nomor 4682 seluas 
781m2 , yang terletak di kelurahan Rappocini 
kec.Tamalate.makassar. adalah harta bersama Penggugat 
dengan almarhum yang diperoleh sebelum perkawinan 
Tony Chandra dengan Tergugat I Zuliyati, 
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d. Bahwa Tanah dengan sertifikat hak milik Nomor; 20222 dan 
bangunan Ruko yang terletak di kelurahan sambung jawa, 
jalan Nuri tanjung Bunga luas 79m2 dan tanah sertifikat hak 
milik Nomor;658 kelurahan pisang utara yang terletak di 
jalan Bulu saraung Makassar seluas 62m2 adalah harta 
yang diperoleh almarhum setelah menikah dengan 
Tergugat I dan merupakan harta pencaharian almarhum 
Tony Chandra dengan Tergugat I Zuliyati; 
e. Bahwa 2 unit excavator merk Hitachi chasis 200 yang 
masih cicilan (liesing) dan 3 unit mobil, (Honda CRV, 
Toyota Avanza, Kijang Phanter) adalah harta 
pencaharian/gono gini antara Tergugat I dengan Tony 
Chandra. 
f. Bahwa uang tabungan pada Bank Panin sejumlah 
Rp.315.157.716.-dan tabungan pada Bank BCA Makassar 
sejumlah Rp.27.345.974,- adalah harta pencaharian 
bersama Tergugat I dengan almarhum Tony Chandra. 
Menimbang bahwa oleh karena objek sengketa berupa 
tanah dengan SHM no.4682 dengan luas 781m2 yang terletak di 
kel.rappocini Makassar adalah harta yang diperoleh almarhum 
Tony Chandra sebelum almarhum Tony Chandra menikah resmi 
dengan Tergugat I maka oleh karena itu menurut majelis yang 
berhak mewarisinya adalah pada Penggugat I s/d VII; 
Menimbang bahwa mengenai harta berupa; 
 1 (satu) unit Ruko di jalan G.Bulusaraung 
dengan SHM nomor;658 kel.Pisang Utara 
luas 62m2 dan,; 
 1 (satu) unit Ruko di jln;Nuri tanjung Bunga 
dengan SHM nomor 20222 luas 79m2. 
 2 unit Excavator merk Hitachi chasis 200 
yang masih cicilan; 
 3 unit mobil (AVANZA DD.58 ZC.dan 
Honda CRV DD.58TC) dan kijang phanter 
DD 8888.Tc.serta; 
 Uang tabungan pada Bank panin sejumlah 
Rp.315.157.716..dan pada Bank BCA 
sejumlah Rp.27.345.974,- 
Karena harta harta tersebut terbukti diperoleh almarhum Tony 
Chandra bersama dengan Tergugat I setelah perkawinannya 
almarhum Tony Chandra dengan Tergugat I (setelah Desember 
tahun 2005) maka harta tersebut adalah merupakan harta 
bersama dalam perkawinan antara almarhum Tony Chandra 
dengan Tergugat I Zuliyati. 
Menimbang bahwa menurut undang undang perkawinan 
nomor 1/1974 pasal 35. Menyatakan bahwa dalam hal terjadi 
perceraian maka harta perkawinan/pencaharian dibagi dua antara 
suami dan istri. 
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Menimbang bahwa oleh karena harta tersebut merupakan 
pencaharian bersama antara Tergugat I dengan almarhum Tony 
Chandra, maka dengan meninggalnya Tony Chandra; Tergugat I 
sebagai istri kedua dari almarhum Tony Chandra juga berhak 
untuk mendapatkan seperdua dari harta pencaharian mereka 
tersebut dan seperdua lain menjadi hak dari ahli waris Tony 
Chandra.. 
Menimbang bahwa oleh karena Tony Chandra telah 
meninggal dunia dan para Penggugat I s/d VII serta Tergugat I 
dan II. Yang juga anak almarhum Tony Chandra adalah sebagai 
ahli warisnya maka oleh karena itu para Penggugat dan Tergugat I 
dan Tergugat II (Hendrawan Chandra) juga berhak untuk mewarisi 
seperdua dari harta bersama/pencaharian antara Tergugat I 
dengan almarhum Tony Chandra tersebut diatas.  
 
Pertimbangan majelis hakim di atas membuat majelis hakim 
memutus sebagai berikut sesuai dengan putusan Nomor 
253/Pdt.G/2012/Pn.Mks: 
1. Menyatakan para Penggugat dan Tergugat I, serta Tergugat II 
adalah sebagai ahli waris dari almarhum TONY CHANDRA; 
2. Menyatakan harta sengketa berupa ; 
 Tanah dan bangunan dengan sertifikat hak 
milik.Nomor;4682, yang terletak di kel.Rappocini 
kec.tamalate Makassar .adalah harta bersama antara 
Penggugat I dengan almarhumTony Chandra. Yang berhak 
diwarisi oleh para Penggugat I s/d 7; 
3. Menyatakan harta sengketa berupa; 
A. Tanah dengan sertifikat hak milik Nomor; 20222 dan 
bangunan Ruko yang terletak di kelurahan sambung jawa, 
jalan Nuri tanjung Bunga dan tanah sertifikat hak milik 
Nomor;658 kelurahan pisang utara yang terletak di jalan 
Bulu saraung Makassar adalah harta pencaharian/harta 
bersama antara almarhum Tony Chandra dengan Tergugat I 
Zuliyati; 
B. 2 unit Excavator merk Hitachi yang masih cicilan (liesing) 
dan mobil, (Honda CRV, Toyota Avanza, Kijang Phanter) 
adalah harta pencaharian/harta bersama antara Tergugat I 
dengan almarhumTony Chandra. 
C. Uang tabungan pada Bank Panin sejumlah Rp.315.157.716,- 
dan tabungan pada Bank BCA Makassar sejumlah 
Rp.27.345.974,- adalah harta bersama almarhum Tony 
Chandra dengan Tergugat I. 
4. Menyatakan seperdua/setengah bahagian dari harta 
bersama/gono gini/pencaharian dari almarhum Tony Chandra 
dengan Tergugat I pada angka 5 huruf A, B dan C tersebut di 
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atas, menjadi hak dan bagian dari Tergugat I ZULIYATI selaku 
istri kedua, SEDANGKAN seperdua/setengah bahagiannya 
menjadi hak para ahli waris dari almarhum Tony Chandra yaitu 
(para Penggugat, beserta Tergugat I dan II).selaku ahli waris 
dari almarhum Tony Chandra tersebut; 
 
Menurut majelis hakim bapak R. Iswahyu Widodo, istri kedua 
berhak sebagai ahli waris berdasarkan adanya akta perkawinan yang 
dimiliki istri kedua dengan almarhum Tony Chandra dan juga tidak ada 
pembatalan perkawinan sampai almarhum Tony Chandra meninggal. 
Sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap bapak 
R. Iswahyu Widodo : 
" walaupun perkawinan almarhum Tony Chandra dengan Zuliyati 
tidak mempunyai izin dari istri pertama dan tidak ada perceraian 
almarhum dengan istri pertamanya namun perkawinan tersebut 
belum pernah dibatalkan sampai almarhum Tony Chandra 
meninggal. Selain itu kami majelis hakim juga melihat 
perkawinan antara almarhum Tony Chandra dengan Zuliyati 
memiliki akta perkawinan sebagai bukti perkawinan tersebut 
telah dilakukan menurut Undang-undang yang berlaku. Sehingga 
Zuliyati selaku istri kedua berhak sebagai ahli waris. Akta 
perkawinan sudah cukup menjadi bukti sahnya suatu perkawinan 
secara hukum sepanjang tidak dibatalkan". 
 
Majelis hakim juga menilai istri kedua berhak mendapat 1/2 dari 
harta persatuan karena harta tersebut diperoleh setelah perkawinan 
almarhum Tony Chandra dengan Zuliyati selaku istri keduanya, bukan 
hasil dari perkawinan pertamanya. Sesuai wawancara penulis terhadap 
bapak R. Iswahyu Widodo : 
“ kami majelis hakim menilai bahwa sebagian besar harta 
almarhum Tony Chandra diperoleh setelah perkawinannya 
dengan Zuliyati. Dan juga tidak adanya perjanjian pra-nikah 
antara almarhum dengan Zuliyati, sehingga terjadilah persatuan 
harta antara suami dan istri.” 
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Menurut penulis putusan majelis hakim telah melanggar Pasal 180, 
181, 182, 852a dan 902 jo 128 KUH Perdata, karena istri kedua mendapat 
bagian yang lebih besar dari ketentuan Pasal-pasal tersebut. Penulis juga 
menilai majelis hakim menyampingkan ketentuan-ketentuan yang diatur 
dalam KUH Perdata mengenai pewarisan. Padahal KUH Perdata lebih 











Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Perkawinan antara almarhum Tony Chandra dengan Zuliyati (istri 
keduanya) tidak memenuhi syarat materil suatu perkawinan 
berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Perkawinan mengenai 
harus ada persetujuan dari istri/istri-istri dan berdasarkan Pasal 9 
Undang-undang Perkawinan mengenai asas monogami. Selain itu 
agama almarhum Tony Chandra (Budha) tidak mengenal 
perkawinan poligami. Namun dengan adanya akta perkawinan 
yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil, sehingga perkawinan 
tersebut dapat dinyatakan sah. Berdasarkan analisis lebih 
mendalam dan penelitian terhadap perkawinan poligami antara 
almarhum Tony Chandra dengan Zuliyati terdapat pelanggaran 
Undang-undang Perkawinan dan PP no. 9 tahun 1975 seperti 
yang sudah penulis bahas dalam skripsi ini, yang mengakibatkan 
perkawinan poligami ini dapat dibatalkan. 
2. Latar belakang pertimbangan majelis hakim memutus istri kedua 
sebagai ahli waris berdasarkan adanya akta perkawinan yang 
dimiliki istri kedua dengan almarhum Tony Chandra dan juga tidak 
ada pembatalan perkawinan sampai almarhum Tony Chandra 
meninggal. Sebagian besar harta almarhum Tony Chandra 
67 
diperoleh setelah perkawinannya dengan Zuliyati serta tidak 
adanya perjanjian pra-nikah, sehingga istri kedua berhak juga 
memperoleh bagian 1/2 harta gono-gini. 
B. Saran 
1. Seharusnya syarat sah dan ketentuan mengenai perkawinan 
poligami dipertegas lagi dalam Undang-undang, melihat 
perkawinan poligami dapat mengakibatkan sengketa kedepannya 
bagi para pihak yang melakukan poligami, seperti masalah 
warisan. 
2. Majelis hakim seharusnya melihat juga dari segi Hukum Agama 
jangan hanya melihat dari ada atau tidaknya akta perkawinan, 
karena sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Perkawinan yaitu 
bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 
masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Masalah 
pembagian warisan, seharusnya majelis hakim memutus 
berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata yang diatur 
dalam Pasal 180, 181, 182, 852a dan 902 jo 128, karena untuk 
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